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Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan peningkatan
yang sangat pesat hal mana ditandai dengan tumbuhnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan
berkembangnya Bank-Bank Umum Syariah baik yang berasal dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah
maupun yang pada awal nya merupakan Unit Usaha Syariah Bank konvensional, paradigmaini
menimbulkan beberapa hal yang perlu dibahas kembali secara mendalam yakni 1) Apakah yang dimaksud
dengan Konsep Syariah dan Kontrak Wadi'ah dalam Perbankan Syariah? 2) Bagaimanakah mekanisme
peningkatan status Bank Perkredican Rakyat Syariah (BPRS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS)? dan 3)
Apakah bentuk hubungan kontrak yang digunakan dalam peningkatan status Bank Perkreditan Rakyat
Syariah (BPRS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang sejalan dengan konsep syariah? Dengan
penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan.yaitu: 1) Pemberian izin usaha Bank Umum Syariah dan BPR Syariah
dilakukan dalam dua tahap: a) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian
Bank: dan b) izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan
pendirian selesai dilakukan, 2) Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah ditetapkan sekurang-
kurangnya sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Sedangkan modal disetor untuk BPR
Syariah berkisar antara Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dan Rp. 2.000.0D0.000,00 (dua miliar
rupiah) tergantung lokasi atau wilayah tempat pendiriannya, 3) Prosedur untuk meningkatkan status BPR
Syariah menjadi Bank Umum Syariah dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan izin kepada Bank
Indonesia dan menyesuaikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu berlaku bagi Bank Umum Syariah,
termasuk ketentuan tentang jumlah persyaratan modal disetor yang mengatur tentang kewajiban menyetor
30% dari jJumlah modal minimum tersebut dalam bentuk deposito pada Bank Umum Syariah atas nama
Dewan Gubernur Bank Indonesia qg. salah satu calon pemilik, 4) Mekanisme peningkatan status BPR
Syariah menjadi Bank Umum Syariah dengan menggunakan Kontrak Wadiah dengan Bank Indonesia sudah
sesual dengan konsep perbankan syariah karena merupakan hubungan hukum.
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